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KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI 
NOMOR 141/01 TAHUN 2025 

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) 

a. 

b. 

1. 
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3. 

KABUPATEN TEMANGGUNG 
KECAMATAN TEMBARAK 

4. 

5. 

TENTANG 

TAHUN ANGGARAN 2025 

KEPALA DESA PURWODADI, 

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Kepala Desa Purwodadi tentang Penetapan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Peraturan Pemnerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengarn Peraturan Pemnerintah Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 
Anggaran 2025. 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. 



Menetapkan 

KESATU 

6 

7. 

8 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

9. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis 
Peraturan di Desa. 
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal 
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa. 

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Atas 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di 
Kabupaten Temanggung. 

13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa. 

15. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Peraturan Desa Purwodadi Nomor 

8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa Purwodadi Tahun 2020-2026; 

16. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 4 Tahun 2024 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Purwodadi 
Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung Tahun 
2025. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN 

PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) 

Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 
Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 
1. Sekretaris Desa sebagai Koordinator; 

TAHUN ANGGARAN 2025 



KEDUA 

KETIGA 

2. Kepala Seksi Pemerintahan, 

3. Kepala Urusan Keuangan sebagai Pelaksana Fungsi 
Kebendaharaan sebagai Bendahara Desa. 

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU bertugas: 

C. 

a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan 

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

e 

d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan 
kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 

f 

Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan 
Perencanaan dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum 
sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran; dan 

i 

Kepala Seksi 

mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang 
menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa, 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, 
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan; 

h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas 
Desa; dan 

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa 
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

C. 

e. 

Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, 
Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan dan 
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU bertugas: 

melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan 
pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; 

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang 
tugasnya, 
mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, 

d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen 
Perubahan Anggaran, dan Dokumen 

Lanjutan sesuai bidang 
Pelaksanaan 
Pelaksanaan Anggaran 
tugasnya; 
menandatangani perjanjian kerja sama dengan 
penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan 

Pendapatan dan Belanja Desa; 

yang berada dalam bidang tugasnya; dan 



KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

f menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 
diktum KESATU bertugas: 
a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa; dan 
b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, 

menyimpan, menyetorkan membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, 
Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan dan 
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana 
dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan kegiatan 
berdasarkan bidang tugas masing-masing sebagaimana 
tercantum dalan Lampiran I Keputusan Kepala Desa ini. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pengelolaan 
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan 
Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) 
dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) 
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam 
melaksanakan tugasnya dapat diberikan honor perbulan, 
yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Keputusan Kepala Desa ini. 
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun Anggaran 2025. 
Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Dtetapkan di Purwodadi 
paca-tugtal 2 Januari 2025 
REPADsA PURWODADI, 

KEPALADtSA 
PURW¢D�DI 

Desa. 
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